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ABSTRAK 

Diyana Khoirun Nihayah. 2019. SKRIPSI. Judul : “ Pengelolaan Keuangan Desa 

Melalui Penggunaan Aplikasi Keuangan Desa 

(Siskeudes) di Desa Blabak Kecamatan Kandat 

Kabupaten Kediri 

Pembimbing : Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA 

Kata Kunci : Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Siskeudes 

 

Adanya UU nomor 6 Tahun 2014 memberi kesempatan desa untuk 

mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya dalam pengelolaan 

keuangan. Pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar 

pemerintahan desa berjalan dengan lancar. Pengelolaan keuangan terdiri dari lima 

tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap 

pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Untuk mendukung agar pengelolaan 

keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik dan mudah, maka pemerintah 

mengeluarkan suatu aplikasi yang disebut aplikasi sistem keuangan desa. Peneliti 

melakukan penelitian di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi 

kasus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 

keuangan desa setelah diterapkannya aplikasi sistem keuangan desa di Desa 

Blabak. Hasil deskripsi diperoleh dari analisis yang dilakukan pada tiap tahap 

dalam pengelolaan keuangan dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Analisis 

juga dilakukan dengan pengamatan pada aplikasi siskeudes. 

Hasil penelitian berdasar Permendagri No. 113 Tahun 2014 diketahui 

bahwa pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan. Penerapan 

aplikasi siskeudes juga membawa perubahan dalam ketepatan waktu pada tahap 

pelaporan dan pertanggungjawaban. 
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ABSTRACT 

 
Diyana Khoirun Nihayah. 2019. Thesis. Title : “Village Financial Management 

Through The Use Of The Village Financial System Application In The Blabak 

Village Kandat Kediri. 
Supervisor : Sulis Rochayatun, M. Akun., CA., Ak., CMA., CSRA 

Keywords : Village, Village Financial, Siskeudes 

 

Existenceof UU Nomor 6 Tahun 2014 give the opportunity for village to 

manage their own government, including financial management. Financial 

management must be carried out as well as possible to the village administration 

can do easly. Village management has five step, planning, implementation, 

administration, reporting, and accountability. To support financial management 

can do easly, so the government release an aplication called village financial 

system (siskeudes). The researcher do this study in Blabak Village Kandat Kediri. 

This study use qualitative research methods with case studies. The aim of 

this study to know how village financial management after use village financial 

system in Blabak Village. The finding of description obatained from analysis by 

Permendagri No. 113 Tahun 2014. Analysis was also by observing the aplication 

siskeudes. 

The finding of this study based on Permendagri No. 113 Tahun 2014 

known that village financial management was in accordance with regulations. 

Aplication siskeudes bring changes in timeliness at the reporting and 

accountability stages. 
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 ملخص

 
. بحث جامى. "تحسين جودة المساءلة المالية للقرية من 2019دييان خير النهّاية. 

 خلال استخدام التطبيقات المالية للقرية في قرية بلابك في منطقة كيديري". 

 المشرفة: سوليس راحايتون الماجسترية

 الرئسية: المساءلة،تمويل القرية،تطبيق النظام الماليكلمات 

 
المساءلة هي أحد أهداف المحاسبة العامة.المساءلة الحكومة هي 

الموجودة المعلومات حول كل إجراء أو نشاط مع الإدارة المالية من قبل 

الحكومة.تشمل المساءلة جميع الأنشطة التي تبدأ بالتخطيط والتنفيذ والإدارة 

التقارير والمساءلة.لدعم المساءلة بحيث يمكن تنفيذها بشكل صحيح ، وإعداد 

أصدرت الحكومة  يسمى تطبيق النظام المالي للقرية. أجرى الباحث أبحاثاً في 

 قرية بلباكمنطقة كديري.

تستخدم هذه الدراسة طرق البحث النوعي مع دراسات الحالة.كان 

لة المالية للقرية بعد تطبيق الغرض من هذه الدراسة هو تحديد نوعية المساء

النظام المالي في قرية بلباك. يتم الحصول على نتائج الوصف القياسات من خلال 

مقارنة علىحكم وزارة الداخلية رقم مائة ثلاثة عشر سنة ألفين وأربعة عشر مع 

 الأنشطة في هذا المجال.

سنة ألفين  نتائج البحوث على أساس لوائح وزارة الداخليةرقم مائة ثلاثة عشر  

وأربعة عشرمن المعروف أن الإدارة المالية للقرية مسؤولة. كما أن جودة  

المساءلة المالية للقرية زيادة بعد وجود نظام القرية المالي.قرية المعلومات المالية 

 هي أيضا معروفة بسهولة.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan daerah sebagai ujung tombak pembangunan di suatu negara 

tidak bisa lepas dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, 

dan kewajiban  bagi daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.Titik pertama yang berpengaruh terhadap suatu pembangunan daerah 

yaitu pembangunan desa.Desa merupakan daerah otonom yang mempunyai 

wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Wewenang tersebut telah 

diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan 

bahwa desamerupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Salah satu aspek yang paling penting agar pelaksanaan pembangunan desa 

berjalan dengan lancar yaitu pengelolaan keuangan desa yang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDes). Pengelolaan keuangan desa 

yang baik dan sesuai dengan peraturan undang-undang akan mempermudah 

pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan desa. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 113 telah mengatur pengelolaan 

keuangan desa yang baik dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 
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pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 113 

tahun 2014 mencakup beberapa poin penting yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.  

Proses pengelolaan keuangan desa harus didasari pada asas transparansi, 

akuntabel, dan partisipasif. Pengelolaan keuangan didasari asas transparansi 

dimana pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa bersifat terbuka yang 

memungkinkan masyarakat mengetahui dan bisa mendapatkan informasi 

keuangan desa.Pengelolaan keuangan desa bersifat akuntabel dimana pemerintah 

desa harus memberikan pertanggungjawaban keuangan dan kinerjanya kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan.Pengelolaan keuangan bersifat partisipasif 

dimana masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya (Taufeni, 

2016).Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan PERMENDAGRI nomor 66 

tahun 2014 tentang perencanaan desa.Pengaturan pada bidang perencanaan 

mempunyai tujuan agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) dilaksanakan dengan baik dan semaksimal mungkin. 

Keuangan desa merupakan salah satu hal yang sensitif bagi suatu desa 

maupun bagi pemerintahan, apa yang terjadi di suatu desa menunjukkan 

bagaimana pengelolaan keuangan di desa yang diatur oleh kepala desa bersama 

dengan perangkat desa (Ririn, 2018). Keuangan desa dikatakan sensitif karena 

rawan dengan penyalahgunaan atau penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 114 tahun 2014 

mengungkapkan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang yang  
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didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban desa. Sumber keuangan desa umumnya berasal dari pendapatan asli 

desa, dana pemerintah, dan badan usaha milik desa yang tercantum dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Jeacklin dkk, 2017). APBDes 

merupakan rencana tahunan desa berbentuk angka yang menunjukkan berbagai 

kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa (Suaib dkk, 2016). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) nomor 

113 tahun 2014, secara garis besar pengelolaan keuangan desa dapat meliputi: 

1. Perencanaan, merupakan tahap dimana pemerintah desa menyusun 

APBDes tahun berjalan bersama masyarakat desa. 

2. Pelaporan, merupakan suatu kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan 

realisasi dari APBDes kepada pemerintah daerah. Pelaporan ini harus 

bersifat tepat waktu dan akurat (Jeacklin, 2017).  

3. Pertanggungjawaban, merupakan kegiatan akhir dalam tahap pengelolaan 

keuangan desa. Kegiatan pertanggungjawaban merupakan kegiatan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDes yang dilaporkan oleh kepala desa kepada pemerintah daerah serta 

masyarakat (Jeacklin, 2017). Pertanggungjawaban yang disampaikan 

kepada masyarakat desa dapat berupa informasi tertulis maupun 

disampaikan secara langsung. 

Ditetapkannya pedoman umum dalam tata cara pelaporan dan 

pertanggungjawaban dalam PERMENDAGRI nomor 66 tahun 2014 mewajibkan 

pemerintah desa mengelola keuangan berdasarkan asas transparansi, asas 
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partisipasif, dan asas akuntabilitas. Saat ini pemerintah pusat sudah menetapkan 

suatu aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara online oleh suatu 

pemerintahan desa. Aplikasi yang telah ditetapkan pemerintah ini dinamakan 

sistem keuangan desa atau siskeudes. Aplikasi siskeudes dikembangkan oleh 

pemerintah yang bekerja sama dengan permendagri, sehingga pemakaian aplikasi 

siskeudes akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Siskeudes masih 

mempunyai ruang lingkup yang sederhana dan terbatas pada desa saja. Aplikasi 

siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan tata kelola 

keuangan desa. Fitur-fitur siskeudes dibuat sederhana agar pengguna bisa dengan 

mudah mengoperasikan aplikasi sikeudes. 

Siskeudes mempunyai beberapa menu-menu penting diantaranya yaitu 

menu parameter dan data entri.Menu parameter berisi kode dari masing-masing 

tujuan pembaca laporan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 

2016).Sedangkan data entri mempunyai beberapa menu didalamnya, yaitu: 

1. Perencanaan, menu perencanaan digunakan untuk memasukkan 

perencanaan yang sudah ditentukan oleh desa, termasuk didalamnya visi 

dan misi desa. 

2. Penganggaran, menu penganggaran digunakan untuk melakukan proses 

memasukkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam menu 

penggaran terdapat beberapa menu lagi seperti menu data umum desa, 

menu kegiatan, menu pendapatan, menu belanja, dan menu pembiayaan. 
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3. Penatausahaan, menu penatausahaan digunakan untuk memasukkan data 

pelaksanaan APBDes. Didalamnya terdapat menu penerimaan desa, menu 

SPP kegiatan, menu pencairan SPP, menu pertanggungjawaban kegiatan, 

menu penyetoran pajak, dan menu mutasi kas. 

4. Pembukuan, menu pembukuan berisi laporan realisasi pelaksanaan 

anggaran dan laporan kekayaan milik desa.  

Adanya siskeudes bertujuan untuk mengelola keuangan desa secara efektif 

dan agar dapat menerapkan salah satu prinsip pelaporan keuangan, yaitu prinsip 

akuntabilitas (Ririn, 2018).Penerapan siskeudes tersebut tentunya berada dibawah 

pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga 

penerapan siskeudes dapat sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh 

pemerintah dan masyarakat.Salah satu desa yang menerapkan aplikasi siskeudes 

yaitu Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. 

Desa Blabak merupakan salah satu desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Desa Blabak terdiri  

3.720 penduduk laki-laki dan 3.572 penduduk perempuan, dengan luas wilayah 

396.000 Ha. Desa Balabak merupakan salah satu desa yang saat ini telah 

menerapkan aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes.Aplikasi sistem 

keuangan desa sudah diterapkan sejak tahun 2016.Penerapan sistem keuangan 

desa di Desa Blabak merupakan salah satu bentuk kepatuhan desa dalam 

menjalankan program pemerintah untuk mengelola keuangan desa. 

Beberapa penelitian sebelumnya juga sudah melakukan penelitian tentang 

pengelolaan keuangan desa melalui sistem keuangan desa, seperti penelitian dari 
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Muhammad Sapril Sardi dkk (2018). Penelitian tersebut juga meneliti tentang 

akuntabilitas keuangan desa dengan adanya sistem keuangan desa, tetapi 

penelitian tersebut lebih menekankan pada evaluasi penggunaan sistem keuangan 

desa, sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan keuangan 

desa melalui aplikasi siskeudes.  

Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri merupakan objek 

dalam penelitian ini. Desa Blabak adalah salah satu desa yang saat ini sudah 

menerapkan aplikasi sistem keuangan desa dengan perolehan dana desa sebesar 

773.910.000 dengan tiga kali pencairan, yaitu tahap I 40%, tahap II 40%, serta 

tahap III 20%. Jumlah dana desa tersebut merupakan dana terbesar kedua setelah 

desa Tegalan. Selain itu, tingkat pelaksanaan pembangunan di Desa Blabak juga 

tinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini 

dikarenakan peneliti ingin tahu bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Blabak 

dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa. 

Berdasarkan pemaparan di atas dan fenomena yang terjadi,  peneliti 

tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan desa khususnya pada tahap 

pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi sistem keuangan desa di Desa 

Blabak dalam skripsi yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Desa Melalui 

Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Blabak 

Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan keuangan 

desamelalui penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa 

Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang 

disampaikan diatas yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan 

desa melalui penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa 

Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 yang didalamnya terdapat tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian sehingga peneliti tidak bisa 

mengikuti proses pengelolaan keuangan dengan sepenuhnya. Sehingga pada tahap 

perencanaan dan tahap pelaksanaan peneliti langsung memperoleh data berupa 

APBDes, SPP, dan Bukti Pencairan SPP 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis 

Adapun hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk memperluas 

wawasanpeneliti dan agar dapat dipakai acuan untuk penelitian yang 

selanjutnya. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

akuntansi, khususnya pada akuntansi sektor publik. Penelitian ini juga 

bermanfaat untuk memberikan informasi bagaimana penerapan sistem 

keuangan desa di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. 

 

1.5.2 Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan masukan tentang bagaimana pengelolaan keuangan 

desamelalui penggunaan aplikasi siskeudes. 

b. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan 

aplikasi siskeudes. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini hasilnya dapat digunakan sebagai menambah 

wawasan tentang pengelolaan keuangan melalui penggunaan aplikasi 

siskeudes. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya, yang mana penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan 

hasil penelitiannya. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan 

pada penelitian ini disajikan dalam tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

Muhammad 

Sapril Sardi 

Juardi, 

Mustakim 

Muchlis, dan 

Reski Amalia 

Putri. 

2018 Evaluasi Penggunaan 

Aplikasi SISKEUDES 

dalam Upaya 

Peningkatan Kualitas 

Akuntabilitas 

Keuangan Desa (Studi 

pada Desa Jenetallasa 

Kec. Palangga Kab. 

Gowa). 

Pengelolaan aplikasi SISKEUDES 

di Desa Jenetallasa sudah sesuai 

pelaporan dan 

pertanggungjawabannya. Kualitas 

akuntabilitas setelah penerapan 

SISKEUDES sangat membawa 

perubahan yang baik di Desa 

Jenetallasa, mempermudah proses 

pelaporan dan 

pertanggungjawabanserta 

menghasilkantingkat kualitas desa 

yang baik, memberikan laporan 

keuangan yang sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dan pastinya 

mengahasilkan laporan keuangan 

yang akuntabel. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

Nama Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

Jeacklin 

Valenia 

Mamuaya, 

Harijanto 

Sabijono, dan 

Hendrik 

Gamaliel. 

2017 Analisis Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Berdasarkan 

PERMENDAGRI No. 

113 Tahun 2014 

(Studi Kasus di Desa 

Adow Kecamatan 

Pinolosian Tengah 

Kabupaten Bolaang 

Mongondowo 

Selatan). 

Pelaksanaan APBDes di Desa 

Adow, dilaporkan oleh sekretaris 

desa bersama kepala desa. Di Desa 

Adow peraturan desa tentang 

laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDes 

belum ada, hanya ada laporan 

realisasi pelaksanaan APBDes 

tahun yang bersangkutan dan 

laporan kekayaan desa tiap 31 

Desember pada tahun yang 

berkenaan. 

Jusita Dura 2016 Pengaruh 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Kauangan Alokasi 

Dana Desa, kebijakan 

Desa, dan 

Kelembagaan Desa 

terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat (Studi 

Kasus pada Desa 

Gubugklakah 

Kecamatan 

Poncokusumo 

Kabupaten Malang). 

Dari hasil uji dan pembahasan 

maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa alokasi dana desa, kebijakan 

desa, dan kelembagaan desa 

berpengaruh secara relevan pada 

kesejahteraan masyarakat. 

Astir Juainita 

Makalalag, 

Grace B 

Nangoi, dan 

Herman 

Karamoy. 

2017 Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana 

Desa di Kecamatan 

Kotamobagu Selatan 

Kota Kotamobagu. 

Akuntabilitas pada pelaporan dan 

pertanggungjawaban dana desa 

dilaksanakan sesuai dengan 

mekanisme berdasarkan ketentuan 

walaupun aparat desa bersama tim 

pengelola kegiatan terkadang masih 

ada kelalaian yang ditimbulkan. 

Aplikasi siskeudes sudah 

memberikan kemudahan terhadap 

sistem pelaporan dan 

pertanggungjawaban. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

Nama Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

Ririn Fitriani 2018 Implementasi Sistem 

Keuangan Desa 

(SISKEUDES) di 

Desa Bumiratu 

Kecamatan Pagelaran 

Kabupaten 

Piringsewu. 

Implementasi siskeudes dalam 

menyampaikan laporan keuangan 

berdasarkan indikator O. Jones 

yang meliputi tahap 

pengorganisasian, interpretasi, dan 

tahap aplikasi sudah berjalan 

dengan baik dan selaras dengan 

ketentuan yang ada. 

 

 Berdasarkan tabel diatas, peneliti dapat menyimpulkan persamaan dan 

perbedaan yang ada pada penelitian ini pada penelitian terdahulu yang disajikan 

atas tabel berikut: 

Tabel 2.2 

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

 

Nama dan Tahun Persamaan Perbedaan 

Muhammad Sapril Sardi 

Juardi, Mustakim 

Muchlis, dan Reski 

Amalia Putri. (2018) 

Persamaan dengan 

penelitian terdahulu yaitu 

sama-sama membahas 

tentang keuangan desa 

dengan adanya siskeudes. 

Perbedaannya penelitian 

ini lebih menekankan 

pada pengelolaan 

keuangansedangkan 

penelitian sebelumnya 

lebih pada evaluasi 

siskeudes. 

Jeacklin Valenia 

Mamuaya, Harijanto 

Sabijono, dan Hendrik 

Gamaliel. (2017) 

Persamaan dengan 

penelitian terdahulu yaitu 

sama-sama membahas 

tentang pengelolaan 

keuangan desa berdasar 

PERMENDAGRI no. 

113 tahun 2014. 

Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya 

yaitu pada penelitian 

sebelumnya tidak 

membahas sistem 

keuangan desa sedangkan 

penelitian ini membahas 

sistem keuangan desa. 
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Tabel 2.2 

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 

Nama dan Tahun Persamaan Perbedaan 

Jusita Dura. (2016) Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya yaitu sama-

sama membahas tentang 

pengelolaan keuangan 

desa. 

Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya 

yaitu pada penelitian 

sebelumnya lebih 

membahas tentang 

pengaruh akuntabilitas 

pengelolaan keuangan 

desa, sedangkan 

penelitian ini membahas 

tentang pengelolaan 

keuangan desanya. 

Astir Juainita Makalalag, 

Grace B Nangoi, dan 

Herman Karamoy. (2017) 

Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya yaitu sama-

sama membahas tentang  

keuangan desa. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya yaitu 

penelitian sebelumnya 

hanya membahas 

akuntabilitasnya saja 

sedangkan pada 

penelitian ini lebih pada 

pengelolaan keuangan 

setelah adanya siskeudes. 

Ririn Fitriani. (2018) Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya yaitu sama-

sama membahas aplikasi 

siskeudes. 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian 

sebelumnya yaitu pada 

penelitian sebelumnya 

lebih membahas pada 

implementasi siskeudes 

berdasar indikator O. 

Jones sedangkan pada 

penelitian ini lebih 

membahas tentang 

pengelolaan keuangan 

desa menurut 

Permendagri 113 dengan 

adanya siskeudes. 
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2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Desa 

2.2.1.1 Pemerintahan Desa 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa desa adalah 

wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem 

pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa, desa adalah 

sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung dan 

dusun, desa adalah udik atau dusun, desa adalah tempat atau tanah atau 

daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang desa, desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan kepala desa atau 

yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa dan badan 

permusyawaratan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

Kepala desa merupakan pimpinan dalam menyelenggarakan suatu 

pemerintahan di desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala 

urusan, dan kepala dusun.  

Menurut Bastian (2015) desa merupakan sebuah aglomerasi 

pemukiman di area pedesaan yang memiliki nama, letak, dan batas-batas 

wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan 
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desa yang lain agar memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 desa adalah kesatuan 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

NKRI. Menurut Handono (2005) desa selalu diasosiasikan dengan dua 

gambaran utama, yaitu: 

1. Desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam suatu kesatuan 

geografis tertentu yang antara mereka saling mengenal dengan baik 

dan dengan corak kehidupan yang relatif sama atau homogen dan 

banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakat 

desa sebagian besar masih bergantung kepada alam. 

2. Desa sering dikaitkan dengan organisasi kekuasaan, pendapat ini 

menghasilkan asumsi bahwa desa dipahami sebagai organisasi 

kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam 

struktur pemerintahan negara. 

Menurut Suhartono (2000) desa mempunyai beberapa ciri-ciri umum, 

diantaranya: 

1. Terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani atau 

agraris. 

2. Dalam wilayah desa pertanian merupakan kegiatan yang paling 

dominan. 
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3. Faktor penguasaan tanah menentukan suatu corak kehidupan 

masyarakatnya. 

4. Populasi penduduk desa pada umumnya terganti dengan sendirinya, 

tidak seperti di kota yang sebagian besar penduduknya adalah 

pendatang. 

5. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa 

umumnya bersifat personal dalam bentuk tatap muka. 

6. Mempunyai tingkat homigenitas yang relatif tinggi dan mempunyai 

ikatan sosial yang lebih ketat daripada di kota. 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 8 ayat 3 tentang desa 

menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan 

desa, diantaranya: 

1. Jumlah penduduk, yaitu: 

a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala 

keluarga. 

b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala 

keluarga. 

c. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala 

keluarga. 

d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 

3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga. 

e. Wilayah NTB paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. 
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f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, 

Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 

400 kepala keluarga. 

g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 

kepala keluarga, 

h. Wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa 

atau 200 kepala keluarga. 

i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 

Kepala Keluarga. 

2. Wilayah kerja yang mempunyai akses transportasi antarwilayah. 

3. Mempunyai sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa. 

4. Memiliki potensi yang berupa sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. 

5. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa telah 

ditetapkan dalam peraturan bupati atau walikota. 

6. Adanya sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan 

publik. 

7. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan 

lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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2.2.1.2 Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintahan Desa 

Pemerintahan desa mempunyai beberapa hak, wewenang, dan 

kewajiban dalam menjalankan pemerintahannya. Hak, wewenang, dan 

kewajiban tersebut diantaranya: 

1. Hak pemerintahan desa, dalam buku Prof. Drs. HAW Widjaja (2003) 

hak pemerintahan desa meliputi: 

a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 

b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari 

pemerintah dan pemerintah daerah. 

2. Wewenang pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

pasal 18 tentang desa mengungkapkan bahwa kewenangan desa 

meliputi: 

a. Kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa. 

b. Kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa. 

c. Kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa. 

d. Kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. 

3. Kewajiban pemerintahan desa, dalam buku Prof. Drs. HAW. Widjaja 

(2003) kewajiban pemerintahan desa meliputi: 

a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan 

masyarakat di desa yang bersangkutan. 

b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa. 

c. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 
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d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan 

kesejahteraan warga desanya. 

e. Memelihara tanah kas desa, usaha desa, dan kekayaan desa lainnya 

yang menjadi milik desa untuk tetap dapat berdaya guna dan 

berhasil. 

 

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa 

2.2.2.1 Pengertian Keuangan Desa 

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan 

desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Peraturan Menteri dalam Negeri 

Republik Indonesia (PERMENDAGRI) nomor 113 tahun 2014 tentang 

keuangan desa menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak 

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa, sedangkan pengelolaan keuangan desa menjelaskan 

keseluruhan kegiatan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 

Nurcholis (2011) mengungkapkan bahwa keuangan desa merupakan 

semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 
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Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBDesa, APBN. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang merupakan kewenangan 

desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan 

pemerintahandaerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang 

diselenggarakan oleh pemerintah desa berasal dari APBDesa, sedangkan 

penyelenggara urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh 

pemerintah desa didanai oleh APBN. 

 

2.2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa 

Disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 

memberikan kesempatan kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya 

sendiri, termasuk pengelolaan keuangaanya. Undang-Undang nomor 6 tahun 

2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah 

desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai 

sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalmanya pengelolaan 

keuangan desa dan kekayaan milik desa.  

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia 

(PERMENDAGRI) nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 

desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan 

desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 

Januari sampai tanggal 31 Desember. Menurut PERMENDAGRI nomor 
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113 tahun 2014 kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan 

milik desa yang dipisahkan. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa dibantu oleh PTPKD, yang terdiri dari unsur skretaris desa, 

kepala seksi, dan bendahara desa. 

Menurut PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 keuangan desa 

dikelola berdasarkan beberapa asas, seperti: 

1. Transparan 

Asas transparan merupakan asas yang membuka diri atau terbuka 

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 

jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa 

dalam setiap tahapnya, baik dalam unsur perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan asas 

yang transparan tersebut tetap harus memperhatikan perlindungan atas 

hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa. 

2. Akuntabel 

Asas akuntabel merupakan asas yang menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan desa, khususnya 

pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat sebagai pemberi amanat kekuasaan pemerintahan 

desa. 

3. Partisipatif 
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Asas partisipatif merupakan asas yang dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan desa tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah desa 

melainkan menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat desa. Adapun 

tugas masyarakat yaitu mengawasi pengelolaan keuangan desa secara 

aktif. 

 

2.2.2.3 Perencanaan 

Perencanaan disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan 

kewenangannya. Dalam pengelolaan anggaran belanja desa perlu 

direncanakan dengan sebaik-baiknya, menyangkut program-program 

maupun kegiatan yang akan dilaksanakan (Sujarweni, 2015). Dalam 

menyusun perencanaan, pemerintah desa wajib menyelenggarakan 

musyawarah. Menurut PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 dalam 

perencanaan terdapat beberapa tahap yang harus dilaksanakan yaitu: 

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan. 

2. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDes kepada kepala desa. 

3. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh 

kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk 

dimusyawarahkan dan disepakati bersama. 

4. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama 

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 
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5. Rancangan APBDes yang telah disepakati bersama disampaikan 

oleh kepala desa kepada bupati bupati/walikota melalui camat 

paling lambat 3 hari sejak disepakati. 

6. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes 

paling lama 20 hari sejak diterima rancangan APBDes. 

 

2.2.2.4 Pelaksanaan 

Berdasarkan APBDesa yang dihasilkan pada tahap perencanaan, 

maka dimulailah tahap pelaksanaan. Sujarweni (2015) mengungkapkan 

bahwa pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan akan 

menimbulkan transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Penerimaan dan 

pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Apabila desa 

belum memiliki rekening, maka sesuai dengan peraturan pemerintah 

semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas harus disertai dengan 

bukti yang lengkap dan mendukung. Dalam PERMENDAGRI nomor 113 

Tahun 2014 mengungkapkan bahwa semua penerimaan dalam rangka 

melaksanakan kewenangan desa dilaksanakan dengan rekening kas desa 

dengan menyertakan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus 

mendapatkan pengesahan dari sekretaris desa atas kebenaran dari pemakai 

bukti tersebut. Nurcholis (2011) mengungkapkan bahwa pengeluaran kas 

desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat untuk meningkatkan 

dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan 

kepala desa. 
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Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan dana sebagai 

penerimaan desa selain yang sudah ditetapkan didalam peraturan bupati 

atau walikota. Desa tidak bisa melakukan pengeluaran apabila APBDesa 

belum disusun dan ditetapkan menjadi peraturan desa, kecuali pengeluaran 

untuk belanja yang bersifat untuk meningkatkan operasional kantor yang 

ditetapkan oleh kepala desa. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam 

rangka pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI nomor 

113 tahun 2014, yaitu: 

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 

2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti 

yang lengkap dan sah. 

3. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa 

ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengecualian untuk belanja pegawai 

yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah 

ditetapkan dalam peraturan kepala desa. 

Rangkaian kegiatan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa yaitu: 

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja (RAB), disusun untuk 

mengetahui rencana anggaran biaya yang dibutuhkan. 
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2. Pengadaan barang dan jasa, berdasarkan RAB yang telah diputuskan 

kepala seksi memproses pengadaan barang dan jasa untuk menyediakan 

barang dan jasa sesuai kebutuhan. 

3. Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). 

4. Pembayaran, prosedur pembayaran yang dilakukan yaitu: 

a. Kepala seksi menyerahkan dokumen SPP yang telah disahkan oleh 

kepala desa. 

b. Bendahara desa melakukan pembayaran sesuai SPP. 

c. Bendahara desa melakukan pencatatan atas pengeluaran yang 

terjadi. 

5. Pengerjaan buku kas pembantu kegiatan, berfungsi untuk mencatat 

semua transaksi penerimaan dana pengeluaran yang berkaitan dengan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. 

 

2.2.2.5 Penatausahaan 

PERMENDAGRI nomor 113 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa 

penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendarahara desa 

wajib melakukan pencatatan berbagai aktivitas penerimaan dan 

pengeluaran serta bendahara harus melakukan tutup buku setiap akhir 

bulan. Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa kepala desa harus 

menetapkan bendahara desa dan penetapan bendahara desa harus 

dilaksanakan sebelum dimulai tahun anggaran. Bendahara desa merupakan 

perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Bendahara desa bertugas 
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untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan 

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam melaksanakan APBDesa. 

Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PERMENDAGRI nomor 113 tahun 

2014 mengungkapkan bahwa laporan yang harus disusun oleh bendahara 

desa meliputi: 

1. Buku Kas Umum 

Buku kas umum digunakan untuk memcatat aktivitas yang 

berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan 

dan pengeluaran yang dicatat dapat berupa tunai maupun kredit. 

Buku kas umum umum merupakan sumber dokumen transaksi. 

2. Buku Kas Pembantu Pajak 

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas 

umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang 

berhubungan dengan pajak. 

3. Buku Bank 

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam 

rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan 

uang bank. 

 

2.2.2.6 Pelaporan 

PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 mengungkapkan bahwa 

dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa, 
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maka kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada 

bupati atau walikota. Kepala desa menyampaikan kepada bupati atau 

walikota berupa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir 

tahun anggaran dan menyampaikan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan desa pada masa akhir jabatan. Kepala desa juga harus 

menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa 

secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir 

tahun anggaran. Laporan yang harus disampaikan berupa: 

1. Laporan semester pertama 

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. 

Laporan ini disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli 

tahun berjalan. 

2. Laporan semester akhir tahun 

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada 

akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

 

2.2.2.7 Pertanggungjawaban 

PERMENDAGRI nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 

kepala desa meyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada bupati atau walikota melalui camat setiap 

tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi perlaksanaan 

APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah 

ditetapkan di dalam peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi 
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disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran 

berkenaan dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan 

mudah diakses oleh masyarakat. Nurcholis (2011) mengungkapkan bahwa 

waktu penyampaian pertanggungjawaban oleh kepala desa kepada bupati 

atau walikota paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa 

ditetapkan. Tahap dalam pertanggungjawaban menurut PERMENDAGRI 

nomor 113 tahun 2014 yaitu: 

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap 

alhir tahun anggaran. 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 

terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 

ditetapkan dengan peraturan desa. 

 

2.2.3. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 

Pengembangan Aplikasi Sistem  Keuangan Desa telah dipersiapkan 

sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari 

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 

merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 

XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian 
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aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk 

menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri 

(Fitriani, 2018).Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya 

dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek 

percontohan di lingkungan BPKP  pada bulan Mei 2015 (Juardi, 2018).  

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi 

yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang 

ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user 

friendly, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi 

SISKEUDES.Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang 

ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-

laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain: 

1. Dokumen Penatausahaan 

2. Bukti Penerimaan 

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

4. Srat Setoran Pajak (SSP) 

5. Dan dokumen-dokumen lainnya 

6. Laporan-laporan yang meliputi laporan penganggaran (Perdes APB Desa, 

RAB, APB Desa per sumber dana) dan laporan penatausahaan (Buku Kas 

Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register. 

Juardi (2018) mengungkapkan bahwa aplikasi sistem keunagan desa mempunyai 

beberapa kelebihan, diantaranya: 
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1. Sesuai peraturan 

2. Memudahkan tatakelola keuangan desa 

3. Kemudahan penggunaan aplikasi 

4. Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control) 

5. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual 

aplikasi. 

 

2.2.3.1 Menu Pada Aplikasi Siskeudes 

Siskeudes mempunyai beberapa menu-menu penting diantaranya yaitu 

menu parameter dan data entri. Menu parameter berisi kode dari masing-masing 

tujuan pembaca laporan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 

2016). Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur (2016) data 

entri mempunyai beberapa menu didalamnya, yaitu: 

1. Perencanaan, menu perencanaan digunakan untuk memasukkan 

perencanaan berupa Renstra desa yang berisi visi misi desa, 

RPJMDesa, RKPDesa yang sudah ditentukan oleh desa. 

2. Penganggaran, menu penganggaran digunakan untuk melakukan 

proses memasukkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Dalam menu penggaran terdapat beberapa menu lagi seperti: 

a. Menu data umum desa, merupakan menu yang dgunakan untuk 

melakukan input data pemerintah desa seperti nama dan uraian kepala 

desa dan perangkat desa lainnya. 
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b. Menu kegiatan, merupakan menu untuk memilih dan melakukan input 

data kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun anggaran 

berjalan. 

c. Menu pendapatan, merupakan menu yang digunakan untuk input data 

anggaran pendapatan pemerintah desa. 

d. Menu belanja, merupakan menu yang digunakan untuk melakukan 

input data anggaran belanja pemerintah desa. 

e. Menu pembiayaan 1, merupakan menu yang digunakan untuk 

melakukan input data penerimaan pembiayaan. 

f. Menu pembiayaaan 2, merupakan menu yang digunakan untuk input 

data pengeluaran pembiayaan. 

3. Penatausahaan, menu penatausahaan digunakan untuk memasukkan 

data pelaksanaan APBDes. Input data dimulai secara berturut-turut 

sesuai transaksi yang ada. Didalamnya terdapat menu beberapa menu 

yaitu: 

a. Menu penerimaan desa, merupakan menu yang digunakan untuk input 

penerimaan desa. 

b. Menu SPP kegiatan, merupakan menu yang digunakan untuk 

mengajukan permintaan pembayaran dari pelaksana kegiatan kepada 

bendahara desa. 

c. Menu pencairan SPP, merupakan menu yang digunakan untuk 

memasukkan data SPP yang uangnya sudah dicairkan atau sudah 

diserahkan kepada pelaksana kegiatan. 
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d. Menu pertanggungjawaban kegiatan, merupakan menu yang 

digunakan untuk mencatat pertanggungjawaban atas kegiatan yang 

dilaksanakan. 

e. Menu penyetoran pajak, merupakan menu yang digunakan untuk 

mencatat penyetoran pajak ke kas negara. 

f. Menu mutasi kas, merupakan menu yang digunakan untuk mencatat 

mutasi pergeseran saldo kas desa 

4. Pembukuan, menu pembukuan berisi beberapa laporan seperti: 

a. Laporan realisasi anggaran desa. 

b. Laporan realisasi anggaran desa per kegiatan. 

c. Laporan realisasi anggaran desa periodik (bulanan, triwulanan, 

semesteran). 

d. Laporan kekayaan milik desa. 

e. Laporan realisasi anggaran per sumber dana. 

f. Laporan realisasi penggunaan dana desa. 

g. Laporan penyerapan dana desa PMK 225. 

Dari menu-menu yang ada pada menu pembukuan di atas, desa 

biasanya hanya melaporkan laporan semesteran, berupa laporan 

semester I dan laporan semester II.Selain itu desa juga menyampaikan 

laporan kekayaan milik desa. 
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2.2.4 Pengelolaan Keuangan dalam Integrasi Keislaman 

Islam telah mengatur segala sesuatu dengan baik dan sesuai. Segala aturan 

tersebut sudah tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam hal ini Islam juga 

sudah mengatur tentang akuntabilitas keuangan. Menurut perspektif Islam 

pengelolaan keuangan menggambarkan suatu bentuk pertanggungjawaban yang 

mutlak. Pengelolaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah 

desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melaksanakan amanah yang 

diberikan oleh masyarakat dengan semaksimal mungkin. Islam menggambarkan 

hal tersebut sesuai dengan sifat nabi, yaitu amanah. Nabi selalu menanamkan 

sifat amanah dalam melakukan tugas atau wewenangnya dalam pemerintahan 

yang tentunya juga berkaitan dengan teori akuntansi. Pengelolaan ini selaras 

dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi: 

َ يأَ مُرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأَ مَاناَ تِ ألَِى أهَْلِهَا وَاذِاَ حَكَمْتمُْ بَيْنَ النَّا سِ أنَْ تحَْكُمُوا   باِاِ نَّ اللّه

ا يعَِظُكُمْ بهِِ ’ لْعدَْلِ  (An Nisa: 58)  .أنَِّ اللَّّ كَا نَ سَمِيْعاً بصَِيْرًا’ أنَِّ اللّه نعِِمَّ  

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar dan Maha Adil. (QS. An Nisa : 58) 

 

 Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada para 

pemiliknya. Hal ini juga berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang baik 

agar tercapai pembangunan desa yang baik pula. Pengelolaan keuangan desa harus 

dilaksanakan semaksimal mungkin dan dengan jujur. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

 Untuk memudahkan dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti 

dalam melakukan penelitian, maka peneliti menyusun kerangka berpikir sebegai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penggunaan Aplikasi Sistem 

Keuangan Desa (SISKEUDES) 

Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan 

Desa Melalui Aplikasi 

Siskeudes 

Perencanaan Pertanggungjawaban 

Analisis 

Kesimpulan 

Pelaksanaan

  

Penatausahaan Pelaporan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang mempunyai tujuan 

untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan 

mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti 

dengan fenomena yang sedang diteliti (Moleong, 2006). Metode penelitian 

kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, dan suatu data 

mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang 

merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus. Pendekatan studi kasus 

merupakan penelitian tentang status dari suatu subjek penelitian (Nazir, 2005). 

Sedangkan Creswell (2010) mengungkapkan bahwa studi kasus merupakan 

strategi penelitian yang didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu 

program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Tujuan dari 

pendekatan ini yaitu untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar 

belakang, sifat, serta karakter yang khusus dari kasus, ataupun status dari individu 

yang kemudian dari sifat khas tersebut dijadikan suatu hal yang bersifat umum 

(Nazir, 2005). Dalam penelitian ini pendekatan studi kasus dipilih karena peneliti 

ingin mengetahui gambaran secara mendetail tentang bagaimana penggunaan 
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aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Blabak 

Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.  

 

3.2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan salah satu lembaga pemerintahan desa, yaitu 

Kantor Kepala Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa 

Timur Indonesia. Kantor Kepala Desa Blabak terletak di Jalan Raya Blabak Desa 

Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, kode pos 

64173. Desa ini dipilih karena Desa Blabak merupakan salah satu desa yang saat 

ini sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Desa ini juga 

mampu untuk memberikan informasi dan kebutuhan data-data yang diteliti 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan melalui penggunaan aplikasi sistem 

keuangan desa (siskeudes) di Desa Blabak. 

 

3.3. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan berasal dari 

pemerintahan desa Desa Blabak yang dipercaya dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan dengan akurat. Subjek dalam penelitian ini menurut PERMENDAGRI 

nomor 113 tahun 2014, yaitu: 

1. Kepala Desa yang meruapakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

desa dan mewakili pemerintah desa dalam hal kepemilikan kekayaan milik 

desa yang dipisahkan. 
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2. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat (PTPKD) yang 

merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk 

melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas: 

a. Sekretaris Desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan teknis 

dalam pengelolaan keuangan desa. 

b. Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang bertindak sebagai pelaksana 

kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala urusan terdiri dari Kepala 

Urusan TU dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan 

Pembangunan. 

c. Bendahara Desa yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 

pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

3. Masyarakat desa. 

 

3.4. Data dan Jenis data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

kualitatif, dimana data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak 

yang mempunyai kepentingan di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten 

kediri ataupun pihak luar yang dapat memberikan informasi tentang 

pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi sistem keuangan desa 
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(siskeudes) dalam pengelolaan data, sehingga dapat memudahkan peneliti 

dalam melakukan proses penelitian.  

 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data merupakan semua bentuk informasi berupa peristiwa atau 

benda yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya atau tanpa perantara. Data primer dapat berupa pendapat atau 

opini yang telah disampaikan oleh subjek penelitian. Data primer pada 

penelitian ini yaitu berupa pendapat atau opini yang disampaikan oleh 

informan tentang pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi 

sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Blabak, dimana respondennya 

yaitu Bapak Yuda selaku kepala urusan keuangan dan Bapak Yuyun 

selaku admin siskeudes. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung oleh 

peneliti. Data sekunder dapat berupa buku, peraturan pemerintah, dan 

jurnal. Data sekunder pada penelitian ini yaitu peraturan pemerintah, 

undang-undang, buku, modul, dan jurnal yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan sistem keuangan desa 
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(siskeudes). Pada penelitian ini data sekunder berupa APBDes, Laporan 

Pertanggungjawaban, dan Laporan Realisasi ADD. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data, 

diantaranya: 

1. Wawancara, merupakan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data 

apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk merumuskan masalah 

yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui informasi 

yang berasal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah 

responden sedikit/kecil (Sugiyono, 2010). Pihak yang diwawancara pada 

penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan TU dan 

Umum, serta Kepala Urusan Keuangan Desa Blabak, dalam rangka 

memperoleh informasi atau opini tentang pengelolaan keuangan 

menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). 

2. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi dimasa lalu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau suatu karya dari 

seseorang. Dokumen yang dimaksud yaitu semua jenis catatan baik catatan 

dalam bentuk kertas maupun elektronik (file), seperti buku, artikel, jurnal, 

undang-undang, foto, dan lainnya. Dokumen ini merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Dokumen yang terdapat di Desa Blabak berupa laporan-laporan 

pertanggungjawaban setiap tahunnya. 
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3.6 Analisis Data 

 Nasution (2003) mengungkapkan  bahwa analisis data telah dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus-menerus sampai penulisan hasil penelitian. Menurut Moleong 

(2000) analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis 

data pada penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang sistematis untuk 

menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan 

keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan guna menghasilkan klasifikasi. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu: 

1. Menggambarkan kondisi yang ada atas pengelolaan keuangan desa 

menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). 

2. Menganalisis pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi sistem 

keuangan desa (siskeudes). 

3. Proses mencatat hasil penelitian di lapangan dan penyajian data. 

4. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dari awal penelitian sampai akhir 

penelitian.
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Desa Blabak 

4.1.1.1 Letak Geografis Desa Blabak 

Desa Blabak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Kandat Kabupaten Kediri. Awalnya Desa Blabak merupakan daerah 

persawahan, hutan belantara, dan semak-semak. Seiring berjalannya waktu 

saat ini Desa Blabak sudah menjadi lingkungan yang cukup padat 

penduduk. Jarak tempuh Desa Blabak dengan Ibu Kota Kecamatan sekitar 

15 menit ditempuh dengan kendaraan bermotor. Jarak tempuh Desa Blabak 

dengan Ibu Kota Kabupaten sekitar 30 menit ditempuh dengan kendaraan 

bermotor atau mobil. Sedangkan jarak tempuh Desa Blabak dengan Ibu 

Kota Provinsi sekitar 4 jam ditempuh dengan kendaraan bermotor atau 

mobil. Desa Blabak merupakan dataran yang secara administratif berbatasan 

dengan: 

Sebelah Utara  : Kelurahhan Blabak Kecamatan Pesantren 

Sebelah Selatan  : Desa Pule Kecamatan Kandat 

Sebelah Timur  : Desa Ngreco Kecamatan Kandat 

Sebelah Barat  : Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih 
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4.1.1.2 Pertumbuhan Penduduk Desa Blabak 

Jumlah penduduk Desa Blabak yaitu 7.292 (tujuh ribu dua ratus 

sembilan puluh dua) jiwa, dengan 3.720 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh) 

jiwa penduduk laki-laki dan 3.572 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua) jiwa 

penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Blabak yaitu 2.256 

(dua ribu dua ratus lima puluh enam) jiwa, dengan 1.889 (seribu delapan 

ratus delapan puluh sembilan) jiwa kepala keluarga laki-laki dan 367 (tiga 

ratus enam puluh tujuh) jiwa kepala keluarga perempuan. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 

 

Umur Jumlah Penduduk (Laki-

Laki) 

Jumlah Penduduk 

(Perempuan) 

0 – 12 bulan 45 42 

1 – 15 tahun 915 942 

15 – 38 tahun 1.363 1.305 

39 – 60 tahun 1.116 1.056 

60 tahun ke atas 291 227 

Jumlah 3.720 3.572 

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Desa Blabak 

berusia 15 sampai 38 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk 

Desa Blabak merupakan usia produktif.  

 

4.1.1.3 Potensi Desa Blabak 

Desa Blabak mempunyai luas sebesar 396.000 (tiga ratus sembilan 

puluh enam ribu) Ha. Curah hujan di Desa Blabak sebesar 150 mm dengan 

jumlah 5 bulan hujan. Kelembapan udara Desa Blabak mencapai 22 – 32 ° 

C. Suhu rata-rata harian di Desa Blabak yaitu 29 ° C. 
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Tabel 4. 2 

Tanah Sawah Desa Blabak 

 

Jenis Sawah Luas (Ha) 

Sawah irigasi teknis 37.140 

Sawah irigasi setengan teknis 10.050 

Jumlah 47. 190 

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sawah di 

Desa Blabak merupakan sawah yang menggunakan irigasi teknis atau 

menggunakan mesin diesel. 

Tabel 4.3 

Tanah Kering Desa Blabak 

 

Jenis Tanah Kering Luas (Ha) 

Tegal/lading 236.639 

Pemukiman 5.225 

Pekarangan 271 

Jumlah 29.159 

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018. 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tanah kering di Desa 

Blabak sebagian besar merupakan tegal atau ladang milik masyarakat. 

Biasanya tegal atau ladang ini digunakan oleh masyarakat untuk menanam 

palawija, seperti jagung, tebu, dan jenis sayuran atau buah-buahan.  

Tabel 4.4 

Tanah Fasilitas Umum 

 

Jenis Fasilitas Umum Luas (Ha) 

Tanah Kas Desa/Kelurahan 52.951 

Tempat Pemakaman Umum 1,2 

Bangunan Sekolah 1,05 

Fasilitas Pasar 0,12 

Jalan 7,65 

Usaha Perikanan 0,1 

Jumlah 64.025 

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018 
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Selain mempunyai banyak potensi di bidang pertanian dan pengolahan 

tanah, penduduk Desa Blabak juga banyak yang mempunyai potensi pada 

bidang peternakan, seperti ternak sapi yang jumlah pemiliknya sebanyak 55 

orang dengan jumlah sapi 124 ekor, ternak ayam kampung yang jumlah 

pemiliknya sebanyak 850 orang dengan jumlah ayam kampung 5.100 ekor, 

ternak ayam broiler dengan jumlah pemiliknya sebanyak 5 orang dengan 

jumlah ayam broiler 72.000 ekor, ternak kambing sebanyak 120 orang 

dengan jumlah kambing 257 ekor, ternak domba yang pemiliknya ada 1 

dengan jumlah domba 3 ekor, dan ternak angsa yang jumlah pemiliknya ada 

5 dengan jumlah angsa 20 ekor. 

Tabel 4.5 

Kelompok Penduduk menurut Matapencaharian 

 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

Petani 1.734 

Buruh Tani 2.714 

Pegawai Negeri Sipil 102 

Pedagang Keliling 61 

Peternak  17 

Pensiunan/TNI/POLRI 12 

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018 

 

4.1.1.4 Kondisi Pendidikan Desa Blabak 

Bidang pendidikan meruapakan salah satu hal penting untuk 

meningkatkan kesejahteraan dari suatu desa. Tingginya tingkat pendidikan 

menunjukkan bahwa masyarakat suatu desa sudah sejahtera. Tingginya 

pendidikan akan mendorong pertumbuhan keterampilan masyarakat 

dalamwirausaha dan mennciptakan lapangan ketja baru. Dari sinilah 
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masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan oleh 

pemerintah 

Tabel 4.6 

Kelompok Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Status Jumlah 

Masuk TK dan Kelompok Bermain 371 

Tidak tamat SD Sederajat 115 

SD/Sederajat 1050 

SLTP/Sederajat 630 

SLTA/Sederajat 530 

D-1/D-2/D3 420 

S-1/S-2/S-3 119 

Sumber : Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2018 

Dilihat dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan penduduk Desa Blabak masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

data jumlah penduduk yang kebanyakan tamatan SD/Sederajat. Dalam hal 

ini program pemerintah wajib belajar 9 tahun masih belum bisa terpenuhi.  

 

4.1.1.5 Kondisi Kesehatan Desa Blabak 

Selain bidang pendidikan, bidang kesehatan juga mempunyai peran 

penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila 

masyarakat suatu desa tingkat kesehatannya tinggi maka aktifitas di desa 

juga akan berjalan dengan lancar.  
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Tabel 4.7 

Kelompok Penduduk berdasar Penderita Sakit 

 

Penyakit Jumlah Penderita 

Jantung 5 

Lever 3 

Kanker 1 

Paru-Paru 2 

Diabetes Melitus 45 

Ginjal 3 

Gila/stress 5 

Stroke 35 

Sumber : Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2018 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk Desa 

Blabak masih rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penderita 

penyakit yang berbahaya. Salah satu penyakit dengan penderita tinggi yaitu 

diabetes melitus.  
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4.1.1.6 Struktur Pemerintahan Desa Blabak 

SUSUNAN ORGANISASIPEMERINTAH DESA BLABAK 

KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI 

 

 

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa 

 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 

melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

 Untuk melaksanakan tugas, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi 

sebagai berikut: 

a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja 

Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 
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pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan 

upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan 

penataan dan pengelolaan wilayah. 

b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, 

kesehatan. 

c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 

keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 

2. Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa 

 Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan desa. 

 Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Desa mempunyai fungsi: 

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 

penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 
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perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi 

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi 

penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga 

pemerintahan desa lainnya. 

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data 

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan. 

3. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan 

 Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pemerintahan desa. 

 Untuk melaksanakan tugas, kepala urusan mempunyai fungsi: 

a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 

melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan 

administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa 

dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 

perjalanan dinas, dan pelayanan umum.  

b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan 

urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, 

administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
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verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan 

Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan 

desa lainnya. 

c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan 

urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 

pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam 

rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 

program, serta penyusunan laporan. 

4. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi 

 Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas 

operasional. 

 Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi mempunyai fungsi: 

a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 

manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi 

desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan 

ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 

kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan 

dan pengelolaan Profil Desa. 

b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 

pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang 

pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 
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c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan 

dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, 

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial 

budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

5. Tugas dan Fungsi Kepala Dusun 

 Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun 

memiliki fungsi: 

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan 

dan pengelolaan wilayah. 

b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 

c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 

lingkungannya. 

d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

Selain pejabat pemerintahan di atas di Desa Blabak juga terdapat BPD 

yang merupakan wakil dari rakyat sebagai perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Tabel 4.8 

Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Blabak 

 

Nomor Nama Jabatan Pendidikan 

1 Drs. Sukirno Ketua BPD S-1 

2 Purwito Wakil Ketua BPD SMP 

3 Slamet Riadi Sekretaris BPD SMA 

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018 
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Tabel 4.8 

Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Blabak (Lanjutan) 

 

4 Komarun Anggota BPD SMA 

5 Sujiono Anggota BPD SMA 

6 Misbahudin Anggota BPD SMA 

7 Hariyanto Anggota BPD SMA 

8 M. Ziyadul Khusni Anggota BPD SMA 

Sumber : Daftar isian potensi desa dan kelurahan tahun 2018 

 

4.1.1.7 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Blabak 

Disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, memberikan 

kesempatan untuk desa dalam mengurus pemerintahannya sendiri termasuk 

dalam mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi 

beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban.  

Pengelolaan keuangan desa tidak bisa dipisahkan dengan program 

kerja pemerintah desa. Apabila tidak ada program kerja pemerintah desa, 

maka pengelolaan keuangan juga tidak akan berjalan dengan lancar. Berikut 

ini merupakan bidang program kerja Pemerintah Desa Blabak tahun 2018: 

Tabel 4.9 

Bidang Program Kerja Pemerintah Desa Blabak 

 

No. Bidang Kerja 

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa 

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa 

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan 

4. Bidang pemberdayaan masyarakat 

5. Bidang tak terduga 

Sumber : siskeudes tahun 2018 

Dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Blabak juga melakukan 

semua tahap yang telah diatur oleh pemerintah. Untuk mempermudah 
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pengelolaan desa tersebut Desa Blabak menggunakan aplikasi sistem 

keuangan desa (siskeudes). Pemerintah Desa Blabak sendiri sudah 

menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2016. Hasil 

wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Blabak kepada Bapak 

Yuyun selaku admin dari siskeudes pada hari Selasa pukul 10:00 WIB pada 

tanggal 5 Maret 2019 mengungkapkan bahwa: 

“kita menggunakan siskeudes ini sejak tahun 2016 mbak, dan aplikasi 

ini sangat membantu. Kalau dulu pencatatan yang saya lakukan 

seadanya tapi setelah ada siskeudes ini lebih rapi dan teratur dan 

kalau mau cari data-data anggaran yang akan dibutuhkan gak perlu 

susah-susah buka dokumen anggaran satu-satu tinggal pencet 

langsung muncul.” 

 

Gambar 4.1 

Tampilan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 

 

 
 Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Permendagri nomor 113 tahun 2014 mengungkapkan bahwa keuangan 

desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan pengelolaan 
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keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam 

melakukan keseluruhan kegiatan tersebut, diperlukan sebuah sistem sehingga 

pengelolaan keuangan lebih mudah dan teratur. Untuk mewujudkan pengelolaan 

keuangan desa yang mudah dan teratur tersebut, maka Pemerintah Desa Blabak 

menerapkan suatu aplikasi yang disebut dengan sistem keuangan desa (siskeudes). 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yuyun selaku admin siskeudes di 

Kantor Desa Blabak pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 09:30 WIB 

yaitu: 

“untuk aplikasi siskeudes ini kita sudah melakukan pelatihan sejak 

tahun 2015 tapi kita baru benar-benar menerapkan pada tahun 2016, 

karena kita masih belajar dulu mbak terutama saya sama kepala 

keuangannya. Awalnya susah mbak soalnya kita belum terbiasa, tapi 

lama-lama lebih mudah pakai siskeudes ini dari pada manual kayak 

dulu sebelum ada siskeudes walaupun kadang juga bingung sama 

nomer transaksinya.” 

 

 Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

siskeudes di Desa Blabak sudah benar-benar diterapkan pada tahun 2016 dan 

dalam hal ini pemerintah desa khususnya admin siskeudes dan kepala sesksi 

keuangan juga sudah mengikuti pelatihan secara khusus. Pelatihan ini bertujuan 

agar dalam proses pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa berjalan dengan 

lancar dan sesuai dengan peraturan dari pemerintah. 
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Gambar 4.2 

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Blabak 2018 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018 

Gambar 4.3 

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Blabak 2018 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018 
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4.2.1 Perencanaan 

Perencanaan merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan 

dan belanja untuk masa waktu yang sudah ditentukan. Perencanaan 

merupakan tahap awal dari suatu pengelolaan keuangan desa. Dalam 

menyusun perencanaan pemerintah desa wajib musyawarah dengan 

masyarakat desa. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Desa Blabak 

dalam melakukan perencanaan. Pemerintah Desa mengadakan musdus 

(musyawarah dusun) dimana musyawarah ini dihadiri oleh pemerintah desa, 

BPD, kepala dusun, RT/RW sebagai wakil dari masyarakat, serta tokoh 

masyarakat. Setelah diadakan musdus, selanjutnya pemerintah desa akan 

mengadakan musrenbangdes dan selanjutnya musrenbangcam yang 

selanjutnya akan disampaikan kepada bupati untuk disetujui. Perencanaan 

yang telah disetujui tersebut terbentuk dalam APBDes. APBDes yang telah 

disetujui tersebut langsung diinputkan ke dalam aplikasi sistem keuangan 

desa, yang tercantum pada menu penganggaran. Hasil wawancara di Kantor 

Desa Blabak kepada Bapak Yuyun pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 

pukul 10:30 WIB mengungkapkan bahwa: 

“Perencanaan kita ya sesuai peraturan yang dibuat pemerintah mbak, 

awalnya kita ada musdus sama semua kepala dusun, BPD, RT/RW, 

dan tokoh masyarakat. Habis musdus nanti didata pembangunannya 

apa aja yang diutamakan yang mana terus kita ada musrenbangdes 

mbak, nah disini kita evaluasi lagi dari hasil musdus mana yang harus 

benar-benar dilaksanakan dahulu mana yang masih bisa ditunda. 

Setelah disepakati nanti sekretaris desa sama pak kepala desa ke 

kecamatan buat musrenbangcam setelah dari sana terus nanti ke 

bupati minta persetujuan, selanjutnya APBDes yang sudah disetujui 

langsung saya masukkan ke siskeudes mbak biar enak nggak ribet 

nanti nyarinya, kalau sewaktu-waktu butuh tunggal diprint aja mbak.” 
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Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa 

Blabak sudah melaksanakan tahap perencanaan sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Permendagri nomor 113. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya musdus dan musrenbangdes yang telah 

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Blabak. Dari hasil musdus dan 

musrenbang tersebut, maka selanjutnya pemerintah desa menyusun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) lalu digunakan untuk 

musrenbangcam yang selanjutnya disampaikan pada pemerintah kabupaten 

untuk disetujui. Adanya musdus dan musrenbangdes di Desa Blabak 

dibuktikan dengan adanya undangan musdus dan musrenbang serta notulen 

musdus dan musrenbang dibawah ini: 

Gambar 4.4 

Undangan Musyawarah Dusun Sumoroto Desa Blabak 

 

 
Sumber : Buku Arsip Kantor Kepala Desa Blabak tahun 2018 
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Gambar 4.5 

Notulen Musyawarah Dusun Sumoroto Desa Blabak 

 

 
Sumber : Buku Arsip Kantor Kepala Desa Blabak tahun 2018 

Gambar 4.6 

Undangan Musrenbangdes Desa Blabak 

 

 
Sumber : Buku Arsip Kantor Kepala Desa Blabak tahun 2018 
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Gambar 4.7 

Notulen Musrenbangdes Desa Blabak 

 

 
Sumber : Buku Arsip Kantor Kepala Desa Blabak tahun 2018 

Input data APBDes pada aplikasi sistem keuangan desa dapat 

dilakukkan di menu penganggaran pada menu posting APBDes. Semua data 

yang APBDes yang sudah mendapat persetujuan dari bupati langsung 

diinputkan ke aplikasi siskeudes oleh admin siskeudes. Tetapi data yang 

sudah diinput tersebut tidak dapat lagi dibuka, karena khawatir akan dirubah 

oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.  
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Gambar 4.8 

Menu Posting APBDes pada Menu Penganggaran 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 

 

Untuk menginput APBDes, maka dipilih menu posting data APBDes 

lalu masukkan nomor perdes dan tanggal. Setelah itu klik menu proses.  

Tabel 4.10 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIAP BIDANG 

PEMERINTAH DESA BLABAK TAHUN ANGGARAN 2018 

 
KODE REK URAIAN ANGGARAN (Rp) KET 

1 2 3 4 
1. PENDAPATAN DESA   

1.1. Pendapatan Asli Desa 573.080.000,00  
1.2. Pendapatan Transfer 1.359.344.000,00  

 JUMLAH PENDAPATAN DESA 1.932.424.000,00  
2. BELANJA DESA   

2.1 Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa 

808.775.744,00  

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

Desa 

675.084.942,00  

2.3 Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan 

23.888.656,00  

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 374.865.700,00  
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Tabel 4.10 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TIAP BIDANG 

PEMERINTAH DESA BLABAK TAHUN ANGGARAN 2018 (Lanjutan) 

 
2.5 Bidang Tidak Terduga 29.432.000,00  

 JUMLAH BELANJA DESA 1.912.047.042,00  
    
 SURPLUS / (DEFISIT) 20.376.958,00  
    

3. PEMBIAYAAN DESA   
3.1. Penerimaan Pembiayaan 9.623.042,00  

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya 

9.623.041,00  

3.2. Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000,00  
3.2.2. Penyertaan Modal Desa 30.000.000,00  

 JUMLAH PEMBIAYAAN DESA (20.376.958,00)  
 SISA LEBIH/(KURANG) 

PERHITUNGAN ANGGARAN 

0,00  

Sumber : APBDes Desa Blabak tahun 2018 (data diolah) 

 

4.2.2 Pelaksanaan 

Setelah APBDes dalam tahap perencanaan sudah disetujui, maka 

dimulailah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini akan 

menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan dan 

pengeluaran ini harus dilakukan melalui rekening kas desa. Permendagri 

nomor 113 tahun 2014 mengungkapkan bahwa semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka melaksanakan kewenangan desa dilaksanakan 

dengan rekening kas desa dengan menyertakan bukti yang lengkap dan sah. 

Pelaksanaan berpedoman pada Rancangan Anggaran Belanja, dimana 

pengadaan barang dan jasa tersebut diproses oleh kepala seksi dari kegiatan 

yang dilaksanakan. Dalam pengadaan barang tersebut, langkah pertama 

yang dilakukan oleh kepala seksi yang bersangkutan yaitu mengajukan SPP 
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kepada sekretaris desa untuk mendapat konfirmasi yang selanjutnya 

dilaporkan kepada kepala desa untuk dikonfirmasi. Setelah mendapat 

konfirmasi dari sekretaris desa dan kepala desa, SPP dicairkan oleh 

bendahara desa dan selanjutnya akan dilakukan pencatatan atas pengeluaran 

yang terjadi. Hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa 

Blabak hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 10:45 WIB kepada Bapak 

Yuda mengungkapkan bahwa: 

“kalau pelaksanaan ini dijalankan setelah APBDesnya sudah 

disetujui sama bupati mbak, untuk pengadaan barangnya nanti kepala 

seksi bagian program tersebut ngajukan SPP dulu ke sekretaris desa 

terus kalau sudah disetujui sama pak kepala desa baru nanti ke saya 

untuk mencairkan dananya. Untuk proses pengajuan SPP sampai 

pencairan langsung saya masukkan ke siskeudes mbak, soalnya kalau 

nunggu dikumpulkan dulu takut hilang. Dulu belum ada siskeudes 

sering mbak hilang jadi kita juga bingung akhirnya kita bikin surat 

lagi terus kadang catatannya juga nyampur-nyampur mbak kalau di 

siskeudes kan bisa langsung buka di menu penatausahaan bagian 

pengajuan SPP sama pencairan SPP.”  

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada tahap 

pelaksanaan, Desa Blabak sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang 

tercantum dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Tahap pelaksanaan 

dilakukan setelah adanya APBDes yang disetujui oleh Bupati. Untuk 

belanja kebutuhan pembangunan atau kebutuhan lainnya kepala bidang 

yang bersangkutan dengan program yang dilaksanakan mengajukan SPP 

kepada sekretaris desa lalu ke kepala desa untuk persetujuan. SPP yang 

sudah disetujui oleh kepala desa akan dicairkan dananya oleh bendahara 

desa melalui rekening desa yang selanjutnya bendahara desa menyusun 

bukti pencairan SPP. Dari wawancara diatas juga dapat diketahui bahwa 
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data-data dalam tahap pelaksanaan sudah langsung diinputkan ke aplikasi 

sistem keuangan desa (siskeudes) pada menu penatausahaan. Data yang 

diinput berupa SPP dan bukti pencairan SPP seperti dibawah ini: 

Gambar 4.9 

Surat Permintaan Pembayaran 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018 

Gambar 4.10 

Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018 
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Menu yang digunakan pada siskeudes untuk input data Surat 

Permintaan Pembayaran dan Bukti Pencairan SPP terdapat pada menu 

penatausahaan. Menu yang digunakan pada menu penatausahaan yaitu menu 

SPP kegiatan dan menu SPJ kegiatan. Menu SPP kegiatan digunakan untuk 

input data SPP sedangkan menu SPJ kegiatan digunakan untuk input data 

Bukti Pencairan SPP. Semua langkah tersebut di Desa Blabak dilakukan 

oleh admin siskeudes.  

Gambar 4.11 

Menu Penatausahaan pada Siskeudes 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 
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Gambar 4.12 

SPP pada Aplikasi Siskeudes 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 

 

Gambar 4.13 

Bukti Pencairan SPP pada Aplikasi Siskeudes 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 
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4.2.3 Penatausahaan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 mengungkapkan bahwa 

penatausahaan dilakukan oleh seorang bendahara desa. Bendahara desa 

wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas, serta 

melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Semua hasil pencatatannya 

dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.  

Penatausahaan di Desa Blabak berpedoman kepada Permendagri 

nomor 113 tahun 2014. Penatausahaan dilakukan melalui aplikasi siskeudes, 

dimana setiap ada pemasukan atau pengeluaran yang sudah dicatat oleh 

bendahara desa selanjutnya akan dimasukkan datanya oleh admin siskeudes 

ke dalam aplikasi siskeudes pada menu penatausahaan. Dalam 

penatausahaan bendahara desa harus menyusun buku kas umum, buku kas 

pembantu pajak, dan buku bank. Hasil wawancara di Kantor Kepala Desa 

Blabak kepada Bapak Yuda selaku kepala urusan keuangan pada hari Senin 

tanggal 11 Maret 2019 pukul 11:00 WIB mengungkapkan bahwa: 

“sesuai sama peraturan pemerintah untuk penatausahaan saya selalu 

membuat buku kas umum, buku bank, sama buku pajak. Saya cuma 

buat catatannya aja mbak nanti yang input ke siskeudes adminnya 

langsung jadi selain di siskeudes saya juga punya pegangan sendiri 

mbak. Tapi kalau di siskeudes enak mbak nggak gampang ketlisut.” 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penatausahaan di 

Desa Blabak dilakukan oleh bendahara desa yang selanjutnya diinput ke 

dalam aplikasi siskeudes dengan dibantu oleh admin siskeudes. 

Penatausahaan di Desa Blabak dilakukan oleh bendahara desa dengan 

menyusun buku kas umum, buku bank, serta buku pajak. Dengan adanya 
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buku kas umum, buku bank, dan buku pajak, Pemerintah Desa Blabak sudah 

melaksanakan tahap penatausahaan sesuai dengan peraturan pemerintah 

dalam Permendagri nomor 113.  

Gambar 4.14 

Buku Kas Umum pada Siskeudes Desa Blabak 

 
Sumber : Buku kas umum pada siskeudes Desa Blabak 2018 

Gambar 4.15 

Buku Bank pada Siskeudes Desa Blabak 

 
Sumber : Buku bank desa siskeudes Desa Blabak tahun 2018 
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Gambar 4.16 

Buku Pajak pada Siskeudes Desa Blabak 

 
Sumber : Buku pajak siskeudes Desa Blabak 2018 

Bendahara desa input data pada buku kas umum, buku bank, dan buku 

pajak dalam aplikasi siskeudes pada menu penatausahaan. 

Gambar 4.17 

Menu Penatausahaan pada Siskeudes 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 
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Selanjutnya untuk memasukkan data pada buku kas, maka digunakan 

menu penerimaan desa di menu penatausahaan pada siskeudes. Untuk input 

data maka klik tambah, jika sudah selesai klik simpan. 

Gambar 4.18 

Menu Penerimaan pada Siskeudes 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 

Untuk memasukkan data-data yang ada pada buku bank ke dalam 

siskeudes, maka menu yang digunakan adalah menu penerimaan bank. 

Menu penerimaan bank terdapat pada menu penatausahaan pada aplikasi 

sistem keuangan desa. Untuk menambah data maka klik tambah lalu 

simpan. Apabila ingin membuka data tinggal buka menu penatausahaan dan 

membuka menu penerimaan bank. Apabila ingin mencetak penerimaan bank 

maka yang harus dilakukan yaitu mengklik opsi cetak pada menu 

penerimaan bank. 
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Gambar 4.19 

Menu Buku Bank pada Siskeudes 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 

Selanjutnya menu yang digunakan untuk input data-data yang 

berhubungan dengan pajak pada buku pajak yaitu menu penyetoran pajak. 

Menu penyetotan pajak juga terdapat pada menu penatausahaan. Untuk 

memasukkan data-data pada buku pajak dalam sistem keuangan desa dapat 

diklik tambah lalu jika sudah selesai klik simpan. Untuk melihat data pada 

buku pajak dapat melalui menu penatausahaan pada menu buku pajak. Jika 

ingin mencetak hasilnya maka yang harus dilakukan yaitu klik menu cetak 

pada pilihan yang ada di menu buku pajak. 
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Gambar 4.20 

Menu Buku Pajak pada Siskeudes 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 

 

 

4.2.4 Pelaporan 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pelaporan 

merupakan kegiatan dimana seorang kepala desa menyampaikan laporan 

dari realisasi APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester 

pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama 

paling lambat disampaikan pada bulan Juli tahun berjalan, sedangkan 

laporan semester akhir didampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya. 

Pemerintah Desa Blabak melakukan pelaporan semester pertama pada bulan 

Mei sampai Juni, sedangkan laporan semester kedua disampaikan pada 

akhir bulan Desember sampai awal Januari tahun berikutnya. Hasil 

wawancara di Kantor Kepala Desa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 

pukul 11:15 kepada Bapak Yuda mengungkapkan bahwa: 
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“Kita untuk masalah pelaporan ya sesuai dengan peraturan 

pemerintah mbak, satu tahun pasti laporan dua kali mbak setiap enam 

bulan sekali tapi biasanya yang semester pertama itu bulan Mei saya 

sudah laporan kalau lagi sibuk ya paling bulan Juni saya baru 

laporan tergantung yang input ke siskeudes juga mbak sudah selesai 

apa belum. Kalau yang semester kedua itu biasanya saya akhir bulan 

Desember kalau enggak ya awal Januari saya sudah laporan.” 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tahap pelaporan di 

Desa Blabak sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam Permendagri 

nomor 113 tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan 

laporan semester I dan laporan semester II. Laporan semester I dilaksanakan 

pada bulan Mei atau paling lambat bulan Juni, sedangkan laporan semester 

II dilaksanakan pada bulan Desember atau paling lambat pada bulan Januari 

tahun berikutnya. Laporan semester I dan laporan semester II Desa Blabak 

dapat diketahui dibawah ini:  

Gambar 4.21 

Laporan Semester I Desa Blabak 

 

 

 
Sumber : Laporan pertanggungjawaban (Laporan Semester I) pada 

siskeudes Desa Blabak 2018 
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Gambar 4.22 

Laporan Semester II Desa Blabak 

 

 
Sumber : Laporan pertanggungjawaban (laporan semester II) pada 

siskeudes Desa Blabak 2018 

 

Laporan semester I dan II dapat diperoleh pada menu pembukuan 

yang terdapat di menu laporan.  

Gambar 4.23 

Menu Pembukuan pada Siskeudes 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 
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Setelah membuka menu pembukuan, untuk mengetahui laporan 

semester I dan semester II maka dipilih menu laporan realisasi anggaran 

semesteran. Pilih kecamatan dan desa yang akan dilihat laporannya lalu 

pilih periode dengan periode I atau periode II. Selanjutnya klik cetak, maka 

akan muncul laporan semester I atau semester II. 

Gambar 4.24 

Menu Realisasi Anggaran Semesteran 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 

 

4.2.5 Pertanggungjawaban 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes 

kepada bupati atau walikota melalui camat pada setiap tahun anggaran. 

Pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Blabak dilaksanakan pada akhir 

Desember atau awal bulan Januari. Laporan pertanggungjawaban yang 

disampaikan oleh Pemerintah Desa Blabak sama dengan laporan semseter 
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II. Laporan ini disampaikan oleh kepala urusan keuangan desa kepada 

kepala desa yang selanjutnya dilaporkan ke kantor kecamatan. Hasil 

wawancara di Kantor Kepala Desa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 

pukul 11:30 kepada Bapak Yuda mengungkapkan bahwa: 

“pertanggungjawabannya ya sama kayak laporan semester dua mbak, 

kan laporan semester dua itu sudah kayak laporan 

pertanggungjawaban semua kegiatan yang dilakukan selama satu 

tahun ini. Biasanya itu saya sampaikan ke pak kepala desa dulu terus 

saya laporan ke kecamatan kadang saya sendiri kadang sama pak 

kepala desa. Setelah itu saya sampaikan ke kepala dusun masing-

masing nanti biar disampaikan ke RT/RW sebagai wakil masyarakat 

selain itu masyarakat juga dapat mengetahui dari papan informasi 

yang terdapat di depan kantor Desa Blabak.” 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tahap 

pertanggungjawaban Desa Blabak sudah sesuai dengan peraturan 

pemerintah dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya laporan pertanggungjawaban atau laporan semester II. Selain 

kepada pemerintah desa dan kecamatan laporan pertanggungjawaban juga 

disampaikan kepada kepala dusun yang selanjutnya disampaikan kepada 

RT/RW sebagai wakil masyarakat. Masyarakat yang ingin mengetahui juga 

bisa bertanya kepada RT/RW. Salah satu ketua RT di Dusun Sumoroto Desa 

Blabak yang ditemui oleh peneliti bernama Pak Salikin pada 15 Maret 2019 

pukul 10.15 WIB mengungkapkan bahwa: 

“biasanya pak wo (kepala dusun) menyampaikan sama ketua RW/RT 

laporan realisasinya mbak, kadang bulan Februari kadang ya Maret 

kalau nggak ya pas musdus mbak. Jumlah uang yang digunakan juga 

jelas mbak. Kadang kalo ada warga tanya-tanya tentang 

pembangunan ya saya jawab apa adanya mbak. Didepan kantor desa 

juga ada mbak papan informasi tapi ya jarang ada yang liat mbak 

soalnya nggak banyak warga yang pengen tau. Kalau tahun-tahun 
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sebelumnya papan informasi sering kosong mbak paling isinya juga  

tentang kegiatan-kegiatan desa saja tapi sekarang sudah ada 

informasi tentang pembangunan yang di desa.” 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa warga bisa 

mendapat semua informasi dari pemerintah desa. Selain itu, masyarakat juga 

dapat mengetahui informasi tentang keuangan melalui papan informasi yang 

ada di depan kantor Desa Blabak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam 

pertanggungjawabannya Pemerintah Desa Blabak sudah dilaksanakan 

secara terbuka. 

Gambar 4.25 

Papan Informasi Kantor Desa Blabak 

 

 
Sumber : Dokumen Desa Blabak tahun 2017 

 

Pada tahap pertanggungjawaban selain menyampaikan laporan 

semester II, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan kekayaan milik 

desa.Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa kekayaan yang dimiliki 

oleh desa tersebut.Di Desa Blabak pada pertanggungjawaban belum 

menyampaikan laporan kekayaan milik desa.Desa Blabak hanya 

menyampaikan laporan berupa laporan semester II.Hal ini disebabkan 
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karena pemerintah Desa Blabak masih bingung dalam menghitung kekayaan 

desa dan akhirnya Pemerintah Desa Blabak masih menunggu pihak 

kecamatan untuk membantu melakukan perhitungan kekayaan desa. 

Wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Yuda selaku Kepala Urusan 

Keuangan di Kantor Desa Blabak pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 12.30 

WIB, mengungkapkan bahwa: 

“kita kalo laporan kekayaan milik desa masih belum bikin mbak 

soalnya kita masih bingung ngitungnya. Kita masih nunggu pihak 

kecamatan kesini buat ngitung itu.Sebenarnya pihak kecamatan 

sudah janji sejak tahun kemaren tapi sampai tahun ini masih belum 

ada kabar.Jadi pertanggungjawaban kita ya cuma laporan realisasi 

aja mbak.” 

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Desa Blabak masih 

belum menghitung dan melaporkan jumlah kekayaan milik desa.Jadi, 

Pemerintah Desa Blabak setiap tahunnya hanya melaporkan laporan realisasi 

anggaran atau laporan semester II. 

Gambar 4.26 

Laporan Semester II 

 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak Tahun 2018 



 
77 

 

 
 

Gambar 4.27 

Menu Realisasi Anggaran 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 

 

Gambar 4.28 

Menu Laporan Kekayaan Milik Desa 
 

 
Sumber : Siskeudes Desa Blabak tahun 2018 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Pengelolaan keuangan desa telah diaturdalam Permendagri nomor 113 

tahun 2014. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014, dalam mengelola 

keuangan desa harus memenuhi beberapa asas yaitu partisipatif, akuntabel, dan 

transparansi. Salah satu asas yang paling penting yaitu akuntabel yang merupakan 

bentuk dari pertanggungjawaban seseorang maupun kelompok tentang 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung 

asas akuntabel dalam pengelolaan keuangan maka pemerintah mengeluarkan 

suatu aplikasi yang disebut dengan sistem keuangan desa (siskeudes). Desa 

Blabak merupakan salah satu desa yang menerapkan aplikasi siskeudes. Desa ini 

menerapkan aplikasi siskeudes sejak tahun 2016. 

Perencanaan di Desa Blabak sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai 

Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan melibatkan masyarakat desa Blabak 

melalui perwakilan yang ditunjuk oleh desa.  

Pelaksanaan di Desa Blabak juga sudah sesuai dengan Permendagri nomor 

113 tahun 2014 dimana dalam tahap ini semua penerimaan dan pengeluaran desa 

dilakukan melalui Bank Jatim. Pelaksana kegiatan harus mengajukan SPP kepada 

sekretaris desa yang selanjutnya disetujui oleh kepala desa sebelum mencairkan 

dana ke bendahara desa. Setelahnya bendahara desa mengeluarkan bukti 

pencairan SPP. Bendahara desa juga melakukan pencatatan pada setiap 

pembayaran yang dilakukan. 
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Tahap penatausahaan Desa Blabak sudah sesuai dengan Permendagri 

nomor 113 tahun 2014 dimana dalam tahap ini dilaksanakan oleh bendahara desa. 

Bendahara desa melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran yang 

terjadi. Bendahara desa telah melakukan pencatatan pada buku kas umum, buku 

pembantu pajak, serta buku bank sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 

nomor 113 tahun 2014. 

Tahap pelaporan Desa Blabak dilaksanakan dua kali dalam satu tahun 

sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu laporan semester I dan 

laporan semester II. Laporan semester I berupa laporan realisasi APBDes 

dilaksanakan pada bulan Juni. Sedangkan laporan semester II dilaksanakan pada 

bulan Januari.  

Tahap pertanggungjawaban Desa Blabak telah disampaikan oleh Kepala 

Desa melalui camat kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban yang 

disampaikan juga sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, 

dimana laporan tersebut disampaikan pada bulan Januari. 

Semua tahap pada pengelolaan keuangan di Desa Blabak yang meliputi 

tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan 

tahap pertanggungjawaban sudah diinputkan melalui aplikasi sistem keuangan 

desa (siskeudes). Input data dilakukan oleh admin siskeudes bersama dengan 

Kepala Urusan Keuangan Desa Blabak.Aplikasi sistem keuangan di Desa Blabak 

sudah diterapkan sejak tahun 2016 dan sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Desa 

Blabak terhadap pemerintah pusat. 
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Pengelolaan dengan adanya siskeudes memberikan kemudahan kepada 

Pemerintah Desa Blabak. Dengan adanya aplikasi siskeudes tahap pelaporan lebih 

tepat waktu. Berbeda dengan sebelum adanya siskeudes, karena sebelum adanya 

aplikasi siskeudes laporan bias terlambat sampai satu bulan. Selain itu, laporan 

keuangan lebih rapi dan tertatur. 

5.2 Saran 

 Penelitian ini hanya membahas tentang pengelolaan keuangan desa 

melalui aplikasi siskeudes pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban tahun 2018 yang sesuai dengan Permendagri 

nomor 113 tahun 2014. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa membahas tentang 

pengelolaan keuangan desa serta tahap yang lebih lengkap dengan mencantumkan 

tahap pembinaan dan pengawasan. Selain itu diharapkan penelitian selanjutnya 

juga dapat mencantumkan pengelolaan keuangan melalui siskeudes secara 

lengkap serta membandingkan bagaimana aplikasi siskeudes setiap tahunnya, 

karena aplikasi siskeudes ini setiap tahunnya mengalami perubahan untuk 

mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik lagi. 
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LAMPIRAN 1  LEMBAR WAWANCARA 

 

  



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA I 

Hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 pukul 10.00 WIB di 

Kantor Desa Blabak. Wawancara dilakukan kepada Bapak Yuyun selaku admin 

dari siskeudes : 

1. Pertanyaan : Kapan siskeudes diterapkan di Desa Blabak? 

Jawaban  : Kita menggunakan siskeudes ini sejak tahun 2016 mbak, 

dan aplikasi ini sangat membantu. Kalau dulu pencatatan yang dilakukan 

seadanya tapi setelah ada siskeudes ini lebih rapi dan teratur dan kalau mau 

cari data-data anggaran yang akan dibutuhkan gak perlu susah-susah buka 

dokumen anggaran satu-satu tunggal pencet langsung muncul. 

  



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA II 

Hasil wawancara pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 09.30 WIB di 

Kantor Desa Blabak. Wawancara dilakukan kepada Bapak Yuyun selaku admin 

dari siskeudes : 

1. Pertanyaan : Bagaimana penerapan siskeudes di Desa Blabak? 

Jawaban  :Untuk aplikasi siskeudes ini kita sudah melakukan 

pelatihan sejak tahun 2015 tapi kita baru benar-benar menerapkan pada tahun 

2016, karena kita masih belajar dulu mbak terutama saya sama kepala 

keuangannya. Awalnya susah mbak soalnya kita belum terbiasa, tapi lama-

lama lebih mudah pakai siskeudes walaupun kadang juga bingung sama nomer 

transaksinya. 

2. Pertanyaan : Bagaimana tahap perencanaan di Desa Blabak ini 

dilaksanakan? 

Jawaban  : Perencanaan kita ya sesuai peraturan yang dibuat 

pemerintah mbak, awalnya kita ada musdus sama semua kepala dusun, BPD, 

RT/RW, dan tokoh masyarakat. Habis musdus nanti didata pembangunannya 

apa aja yang diutamakan yang mana terus kita ada musrenbangdes mbak, nah 

disini kita evaluasi lagi dari hasil musdus mana yang harus benar-benar 

dilaksanakan dahulu mana yang masih bisa ditunda. Setelah disepakati nanti 

sekretaris desa sama pak kepala desa ke kecamatan buat musrenbangcam 

setelah dari sana terus nanti ke bupati minta persetujuan, selanjutnya APBDes 

yang sudah disetujui langsung saya masukkan ke siskeudes mbak biar enak 

nggak ribet nanti nyarinya, kalau sewaktu-waktu butuh tunggal diprint aja 

mbak. 

3. Pertanyaan : Bagaimana tahap pelaksanaan di Desa Blabak ini 

dilaksanakan? 

Jawaban  : Kalau pelaksanaan ini dijalankan setelah APBDesnya 

sudah disetujui sama bupati mbak, untuk pengadaan barangnya nanti kepala 

seksi bagian program tersebut ngajukan SPP dulu ke sekretaris desa terus kalau 

sudah disetujui sama pak kepala desa baru nanti ke saya untuk mencairkan 

dananya. Untuk proses pengajuan SPP sampai pencairan langsung saya 



 
 

 
 

masukkan ke siskeudes mbak, soalnya kalau nunggu dikumpulkan dulu takut 

hilang. Dulu belum ada siskeudes sering mbak hilang jadi kita juga bingung 

akhirnya kita bikin surat lagi terus kadang catatannya juga nyampur-nyampur 

mbak kalau di siskeudes kan bisa langsung buka di menu penatausahaan bagian 

pengajuan SPP sama pencairan SPP. 

 

  



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA III 

Hasil wawancara pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 pukul 11.00 WIB di 

Kantor Desa Blabak. Wawancara dilakukan kepada Bapak Yuda selaku Kepala 

Urusan Keuangan di Desa Blabak : 

1. Pertanyaan : Bagaimana tahap penatausahaan di Desa Blabak 

dilaksanakan? 

Jawaban  : Sesuai sama peraturan pemerintah untuk penatausahaan 

saya selalu membuat buku kas umum, buku bank, sama buku pajak. Saya cuma 

buat catatannya aja mbak nanti yang input ke siskeudes adminnya langsung 

jadi selain di siskeudes saya juga punya pegangan sendiri mbak. Tapi kalau di 

siskeudes enak mbak nggak gampang ketlisut. 

2. Pertanyaan : Bagaimana tahap pelaporan di Desa Blabak dilaksanakan? 

Jawaban  : Kita untuk masalah pelaporan ya sesuai dengan peraturan 

pemerintah mbak, satu tahun pasti laporan dua kali mbak setiap enam bulan 

sekali tapi biasanya yang semester pertama itu bulan Mei saya sudah laporan 

kalau lagi sibuk ya paling bulan Juni saya baru laporan tergantung yang input 

ke siskeudes juga mbak sudah selesai apa belum. Kalau yang semester kedua 

itu biasanya saya akhir bulan Desember kalau enggak ya awal Januari saya 

sudah laporan. 

3. Pertanyaan : Bagaimana tahap pertanggungjawaban di Desa Blabak 

dilaksanakan? 

Jawaban  : pertanggungjawabannya ya sama kayak laporan semester 

dua mbak, kan laporan semester dua itu sudah kayak laporan 

pertanggungjawaban semua kegiatan yang dilakukan selama satu tahun ini. 

Biasanya itu saya sampaikan ke pak kepala desa dulu terus saya laporan ke 

kecamatan kadang saya sendiri kadang sama pak kepala desa. Setelah itu saya 

sampaikan ke kepala dusun masing-masing nanti biar disampaikan ke RT/RW 

sebagai wakil masyarakat selain itu masyarakat juga dapat mengetahui dari 

papan informasi yang terdapat di depan kantor Desa Blabak. 

 

  



 
 

 
 

HASIL WAWANCARA IV 

Hasil wawancara pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 09.30 WIB kediaman Bapak 

Salikin di Dusun Sumoroto Desa Blabak. Wawancara dilakukan kepada Bapak 

Salikin selaku Ketua RT 04 di Dusun Sumoroto : 

1. Pertanyaan : Bagaimana Pemerintah Desa Blabak pernah 

menyampaikan laporan keuangan kepada warga? 

Jawaban  : biasanya pak wo (kepala dusun) menyampaikan sama 

ketua RW/RT laporan realisasinya mbak, kadang bulan Februari kadang ya 

Maret kalau nggak ya pas musdus mbak. Jumlah uang yang digunakan juga 

jelas mbak. Kadang kalo ada warga tanya-tanya tentang pembangunan ya saya 

jawab apa adanya mbak. Didepan kantor desa juga ada mbak papan informasi 

tapi ya jarang ada yang liat mbak soalnya nggak banyak warga yang pengen 

tau. Kalau tahun-tahun sebelumnya papan informasi sering kosong mbak 

paling isinya juga  tentang kegiatan-kegiatan desa saja tapi sekarang sudah ada 

informasi tentang pembangunan yang di desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 2  BUKTI KONSULTASI 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 3  APBDes DESA BLABAK TAHUN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 4  HALAMAN PERUBAHAN JUDUL 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

LAMPIRAN 5  LEMBAR PLAGIASI 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 6  BIODATA 

 

  



 
 

 
 

BIODATA 

A. DATA PRIBADI 

Nama   : Diyana Khoirun Nihayah 

Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 15 Agustus 1996 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Agama   : Islam 

Alamat   : RT. 04/ RW. 03 Dusun Sumoroto Desa Blabak 

Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri 

B. RIWAYAT PENDIDIKAN 

TK   : TK DHARMA WANITA 

SD   : MI MIFTAHUL HUDA NGRECO 

SMP   : MTsN KEDIRI 2 

SMA   : MAN 3 KEDIRI ( Sekarang MAN 2 KEDIRI)  

 

 

 

 

  

 

 
 


